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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 14 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

b.

BUPATI PATI

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor '119 Tahun 1g98 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat ll,maka Retribusi Tempat Rekreasr dan
Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat ll ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dengan peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 19g1 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3209 ) ;



3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Lembaran
lrlegara Republik lndonesia Nomor 3685 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 19gg tentang
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 19g3 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun lggl
tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3692 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegarruai Negeri Sipit di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1g97
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Tingkat ll ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati

Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati ;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7
Desember 1999 Nomor 27|KEPl1999 tentang Persetujuan

b.

9.

10

11

12.



Penetapan Rancangan Peruturan Daei-ah Kabupaten Pati

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

menjadi Peraluran Daerah.

Dengan Perseiujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ,

e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula



h.

disediakan oleh sektor swasta ;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang
selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah Pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata,
dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah ;

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang

menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang

selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang

digunakan oleh \Ahjib Retribusi untuk melaporkan obyek
retribusi dan \Ahjib Retribusi sebagai dasar penghitungan

dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang ;

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengurnpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah
adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.



BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat rekreasi, panwsata dan olah raga.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasititas :

a. tempat rekreasi ;

b. tempat pariwisata 
;

c. olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan
penyediaan tempat rekreasi tempat pariwrsata, dan olah
raga yang dimiliki dan dikelola oteh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Relribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat
rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.


